PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

Sekretariat : Jalan Diponegoro No. 236 Desa Prayungan Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR 001 TAHUN 2022
TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA PRAYUNGAN

Menimbang . a. bahwa dalam rangka mengatur tata cara pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro, maka perlu diatur dengan tata tertib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala
Desa Prayungan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2017;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun
2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah di ubah
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor | Tahun
2021 teantang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten




Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

7. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/57/412.013/2022
tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepala
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran
2022;

8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/6698/SJ,
tanggal 10 Desember 2020 tentang Jumlah Pemilih  di
Tempat Pemunggutan Suara Pemilihan Kepala Desa
Serentak diEra Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19)

9. Peraturan Desa Prayungan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;

10.Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Prayungan Nomor

141/01/KEP.BPD/412.404.2025/2002 tentang Penetapan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Prayungan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
TAHUN 2022
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Desa adalah Desa Prayungan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil fungsi
Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.




8. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan
adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala
Desa.

9. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia
Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam
mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

10.Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mengikuti atau
mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa pada tahap penjaringan calon.

11.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

12.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak
dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

13.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk
menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

14.Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang
disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah
diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

15.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari
pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

16.Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah
pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

17.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk
meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

18.Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.

19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

21.Hari adalah hari kerja.

BAB Il
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2
(1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prayungan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan
Kepala Desa Prayungan yang berdasarkan tahapan dari Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro.
(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Tata Tertib ini.
(3) Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui tahapan:
a. Persiapan;
b. Pencalonan;
c. Pemungutan suara; dan
d. Penetapan.




BAB Il
KEPANITIAAN
Pasal 3

(1) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati
melalui Camat.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 orang.

(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

AT T T@ 0 o0 oy

Ketua merangkap Anggota;
Sekretaris 1 merangkap Anggota;
Bendahara 1 merangkap Anggota
Anggota.

Anggota.

Anggota.

Anggota.

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

(4) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Tata Tertib ini.

Pasal 4
(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan Panitia
Pemilihan Kabupaten;

b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui
Camat;

c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

h. Menyediakan surat suara, kotak suara, peralatan, perlengkapan dan tempat
pemungutan suara,

i. Melaksanakan pemungutan suara;

j.  Membuat berita acara pelaksanaan pemungutan suara;

k. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan pemilihan;

Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan

m. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan dapat menunjuk Pembantu Panitia
Pemilihan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 5

Panitia Pemilihan dilarang:
a. Terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu Calon Kepala Desa,;
b. Melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap Calon Kepala Desa;
c. Mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa; dan




d. Menerima barang, uang dan/atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Calon Kepala Desa
atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu Calon
Kepala Desa.

Pasal 6
(1) Panitia Pemilihan berhenti karena:
a. Meninggal dunia;
b. Permintaan sendiri; dan
c. Diberhentikan.

(2) Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

a. Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap;

b. Melanggar larangan sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa,;

c. Mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan Calon Kepala Desa,;
atau

d. Mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa.

(3) Dalam hal Panitia Pemilihan berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), keanggotaannya digantikan oleh unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat,
Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, atau unsur lainnya yang dimusyawarahkan dan ditetapkan
dengan Keputusan BPD.

BAB IV

PEMILIH

Pasal 7
(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. Penduduk Desa Prayungan yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah; (Lahir maksimal
tanggal 26 Oktober 2005)

b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. Berdomisili di Desa Prayungan dan masuk database kependudukan sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan sebelum penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang
dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan
Penduduk. (Sudah berdomisili maksimal tanggal 26 Januari 2022)

(3) Panitia Pemilihan melakukan sosialisasi/mengumumkan kepada masyarakat jadwal waktu
pendaftaran pemilih sekurang-kurangnya selama 5 (lima) hari.

(4) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, terhitung setelah
pelaksanaan pengumuman pendaftaran pemilih.

(5) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan pada saat hari dan jam kerja.

Pasal 8
(1) Validasi terhadap Daftar Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
(2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan DPT Pemilu terakhir.
(3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan pemilih:
a. Memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari
pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa,;
b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
Telah meninggal dunia;
d. Pindah domisili ke Desa lain; atau

o




(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
3)

(4)

(5)

(1)
(2)
3)
(4)

(5)

(1)
(2)
3)
(4)

e. Belum terdaftar.

Pelaksanaan validasi Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
ditentukan dengan menghitung mundur mulai tanggal pelaksanaan pemungutan suara
yang telah ditetapkan berdasarkan tanggal lahir pemilih.

Penentuan tanggal lahir pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan bukti
sah yang dimiliki seperti : akte kelahiran, ijazah, KTP, SIM, paspor, atau keterangan lain
yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yang dikeluarkan instansi berwenang.
Apabila terdapat bukti sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berbeda,
dipergunakan bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama.

Pelaksanaan validasi Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dibuktikan dengan Surat Nikah/Akta Perkawinan/Akta Cerai.

Setelah pelaksanaan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia
Pemilihan menyusun DPS.

Pasal 9
DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8), diumumkan oleh panitia pemilihan
pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemilih atau anggota
keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas
lainnya.
Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota
keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 10
Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3
(tiga) hari.
Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang
mudah dijangkau oleh masyarakat.
Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu
penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 11
Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar
pemilih tambahan sebagai DPT.
DPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan di tempat yang strategis di Desa
untuk diketahui oleh masyarakat.
Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga)
hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT
untuk TPS.




(5) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat
suara dan alat perlengkapan pemilihan.

(6) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih
yang pindah keluar desa atau meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan membubuhkan
catatan dalam DPT pada kolom keterangan “pindah keluar” atau "meninggal dunia”.

BAB V
PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA
Pasal 12
(1) Persyaratan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa untuk mengikuti Pemilihan Kepala
Desa adalah:
a. Surat Permohonan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, dibuat oleh yang

bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (materai Rp. 10.000,-);

Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan sebagai
Warga Negara Indonesia dari pejabat yang berwenang di bidang kependudukan;
Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan pernyataan yang
bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka yang dibuktikan dengan
pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama/ sederajat yang
dibuktikan dengan fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir
atau surat keterangan pengganti ijjazah yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan
dengan akta kelahiran atau keterangan yang sah lainnya yang dilegalisasi oleh
pejabat berwenang;

Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan pernyataan yang
bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup (materai Rp. 10.000,-);

Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari pengadilan;

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka
kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan;
Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan;
Berbadan sehat dibuktikan surat keterangan dari dokter Pemerintah;

Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari
Polres;

. Tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan

dengan surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan di atas kertas segel atau
bermaterai cukup dari yang bersangkutan;

Sanggup bertempat tinggal di Desa Prayungan bagi Calon Kepala Desa yang berasal
dari penduduk luar Desa, dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas segel
atau (materai Rp. 10.000,-);

Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa, dibuktikan dengan surat
pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai cukup (materai Rp. 10.000,-);




p. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
g. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
r. Foto berwarna (backround merah) terbaru sebanyak:
» 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm; dan
» 1 (satu) lembar ukuran 10 R berpigura.
(2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukan dalam map snail warna
hijau masing-masing rangkap 5 (1 asli).
(3) Waktu pendaftaran Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari dan jam kerja panitia.
(4) Hari kerja panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Senin-Jumat di luar Hari
Libur Nasional.
(5) Jam kerja panita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
a. Senin - Kamis : Pukul 08.00 - 16.00 WIB
(Waktu istirahat pada pukul 12.00 — 13.00 WIB)
b. Jumat : Pukul 08.00 - 15.00 WIB
(Waktu istirahat pada pukul 11.30 — 13.00 WIB)
(6) Pendaftaran Calon Kepala Desa dilakukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan.

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, untuk menentukan usia telah
genap 25 (dua puluh lima) tahun, ditentukan dengan cara menghitung mundur pada saat
mendatftar.

(2) Penentuan tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bukti sah
ijazah dan/atau akta kelahiran yang dimiliki yang bersangkutan.

(3) Apabila terdapat bukti sah yang tanggal lahirnya berbeda, dipergunakan bukti sah yang
memiliki nilai waktu paling lama.

Pasal 14

(1) Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus
mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.

(2) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil yang
mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala
Desa atau Penjabat Kepala Desa.

(3) Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala
Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian/atasan yang
berwenang.

Pasal 15

(1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari.

(2) Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima)
orang.

(3) Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon kurang dari 2 (dua) orang, maka
pelaksanaan pendaftaran diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.

(4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2
(dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang
ditetapkan kemudian.

(5) Bakal Calon Kepala Desa wajib melengkapi berkas administrasi persyaratan paling lambat
sampai dengan batas akhir pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.




(6) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai
Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.

(7) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap,
proses Pemilihan Kepala Desa tetap berlangsung.

Pasal 16

(1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan
pengumuman nama Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan
dari yang berwenang.

(3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan
ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan Bakal Calon Kepala
Desa yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya maupun yang dinyatakan tidak berhak
mengikuti tahapan selanjutnya.

Pasal 17
Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang,
maka dilakukan seleksi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
b. Usia;
c. Tingkat pendidikan; dan
d. Seleksi ujian tulis.

Pasal 18
Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf a menggunakan penilaian sebagai berikut:
a. Pengalaman kurang dari 1 tahun : nilai 5
b. Pengalaman di atas 1 sampai dengan 5 tahun : nilai 10
c. Pengalaman di atas 5 sampai dengan 10 tahun : nilai 15; dan
d. Pengalaman di atas 10 tahun > nilai 20

Pasal 19
Kriteria usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menggunakan penilaian sebagai
berikut:

a. Usia 25 sampai dengan 37 tahun : nilai 5;

b. Di atas usia 37 sampai dengan 49 tahun > nilai 10;

c. Di atas usia 49 sampai dengan 61 tahun : nilai 15; dan

d. Di atas usia 61 tahun > nilai 10.
Pasal 20

Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf ¢ menggunakan
penilaian sebagai berikut:

a. Berijazah SLTP : nilai 5;
b. Berijazah SLTA > nilai 10; dan
c. Berijazah diatas SLTA > nilai 15.




Pasal 21

Kriteria penilaian seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d
menggunakan penilaian sebagai berikut:

a.

b.

Materi ujian tulis adalah standar SLTP, yaitu:

1. Pendidikan Agama;

2. Pendidikan Kewarganegaraan;

3. Bahasa Indonesia;

4. Berhitung; dan

5. Pengetahuan Umum.

Nilai ujian tulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditentukan sebesar 50% dari jumlah
hasil ujian tulis.

Pasal 22

(1) Penetapan 5 (lima) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

didasarkan pada penjumlahan perolehan nilai dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.

(2) Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi dan berhak mengikuti tahapan

berikutnya adalah Calon yang memperoleh jumlah total nilai tertinggi rangking 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima).

(3) Dalam hal diperoleh jumlah total nilai yang sama, penentuan rangking didasarkan pada

(1)
(2)

3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9)

urutan materi ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a.

Pasal 23
Bakal Calon Kepala Desa yang lolos seleksi administrasi ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan dengan Keputusan Panitia, sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
Bagi Kepala Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa, setelah
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, harus mengajukan cuti kepada
pejabat yang berwenang.
Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian
secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon
dan maksimal 10 orang yang menyertai.
Dalam pelaksanaan undian, pengambil undian pertama adalah sesuai dengan nomor urut
pendaftaran.
Hasil dari pengambilan nomor undian sebagaiamana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan
sebagai nomor urut calon yang akan digunakan dalam surat suara.
Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan
dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman
tentang nama calon yang telah ditetapkan, selama 1 (satu) hari sejak tanggal ditetapkan.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.

(10) Sosialisasi pemungutan suara dilakukan selama 1 (satu) hari setelah pengumuman

nama calon dilakukan.
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BAB VI
KAMPANYE
Pasal 24
(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat Desa.
(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3
(tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka,
dialogis serta bertanggung jawab.
(4) Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk Pelaksana
Kampanye dan diberitahukan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 25
(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memuat visi dan misi bila
terpilih sebagai kepala desa.
(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan
dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam
rangka mewujudkan visi.

Pasal 26

(1) Kampanye Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui:
a. Pertemuan terbatas;

Tatap muka;

Rapat umum;

Dialog;

Penyebaran bahan kampanye kepada umum;

Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh

panitia pemilihan; dan
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Panitia Pemilihan memfasilitasi penyelenggaraan kampanye dalam bentuk rapat umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk Calon Kepala Desa dalam
penyampaian visi dan misi kepada masyarakat.

(3) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan batas waktu
maksimal 20 menit.

(4) Pelaksanaan rapat umum untuk penyampaian visi & misi sebagaimana dimaksud ayat (2)
Calon Kepala Desa boleh mengajak maksimal 20 (dua puluh) pendukung.

(5) Calon Kepala Desa wajib menyerahkan naskah visi dan misi kepada Panitia Pemilihan 1
(satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

(6) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak dapat menyampaikan visi dan misi pada kampanye
yang berbentuk rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan maka dapat menyebarluaskan visi dan misi kepada
masyarakat dengan cara yang lazim atau cara yang biasa dilakukan masyarakat Desa
Prayungan

(7) Pada saat masa kampanye Calon Kepala Desa dapat melaksanakan kampanye selain
yang difasilitasi Panitia Pemilihan dan wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan.

~®oaoo0CT
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(1)

(2)

(1)
(2)

3)
(4)

(5)
(6)
(7)

(1)
(2)
3)

(4)

Pasal 27

Pelaksana Kampanye dilarang:
a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
Mengganggu ketertiban umum;
Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan
kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain,
merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon, menggunakan
fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
g. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar

dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
h. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa; dan
c. Anggota Badan Permusyaratan Desa.

~® oo

BAB ViI
MASA TENANG

Pasal 28
Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
Selama masa tenang para Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan kampanye
dan semua atribut kampanye harus sudah dibersihkan oleh Calon Kepala Desa yang
bersangkutan dan/atau oleh Panitia Pemilihan kecuali yang dipasang pada halaman dan
atau pekarangan rumah masing-masing Calon Kepala Desa dan TPS.
Pembersihan atribut kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
lambat tanggal 20 Oktober 2022 pukul 24.00 WIB.
Dalam hal Calon Kepala Desa tidak bersedia melepas atribut kampanye, Panitia
Pemilihan berhak untuk melepas atribut kampanye tanpa memberitahukan kepada Calon
Kepala Desa yang bersangkutan.
Selama masa tenang, Panitia Pemilihan memberitahukan pelaksanaan pemungutan suara
yang meliputi waktu dan tempat pelaksanaan.
Panitia Pemilihan wajib menyampaikan undangan kepada para pemilih paling lambat 2
(dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
Apabila undangan belum diterima pemilih sampai batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), maka pemilih dapat mengambil di Panitia Pemilihan.

BAB VIl
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 29
Hari dan tanggal pemungutan suara adalah hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022.
Pemungutan suara dilakukan dengan cara non-elektronik.
Pemungutan non elektronik dilakukan dengan memberikan suara melalui surat yang berisi
: nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.
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Pasal 30
(1) Pengadaan surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lain ditetapkan dan
dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan:
a. Surat Suara:
1. Berbahan kertas HVS; dan
2. Jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara disesuaikan dengan jumlah
pemilih, Calon Kepala Desa, dan kondisi tempat pemungutan suara.
b. Kotak Suara:
1. Berbahan tidak tembus pandang;
2. Berbentuk segi empat yang dapat menampung surat suara sejumlah Pemilih
dalam TPS; dan
3. Jumlah disesuaikan dengan jumlah TPS.
c. Kelengkapan Peralatan terdiri dari:
1. Bilik suara;

Alat coblos;

Bantalan coblos;

Tinta;

Papan skor;

Kertas segel;

Alat tulis kantor; dan

Kelengkapan lainnya yang diperlukan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat

setempat.

(2) Segala kelengkapan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus disiapkan di TPS
yang telah ditentukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan
suara.

(3) Pendistribusian surat suara dilakukan pagi hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
dilakukan.

© N Ok wWwN

Pasal 31
(1) Penetapan TPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan gabungan RT.
(2) Jumlah TPS Desa Prayungan sebanyak 5 (lima) TPS.
(3) TPS sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
a. TPS1 :RTO05/RWO01, RT01/RW 02, RT 02/RW 02, RT 03/RW 02
b. TPS2 :RTO01/RWO01, RT02/RW 01, RT 03/RW 01, RT 04 /RW 01
c. TPS3 :RTO04/RWO02,RT05/RW 02, RT 06/ RW 02, RT 01/ RW 04
d. TPS4 :RTO02/RW 04, RT01/RW 03, RT 02/RW 03
e. TPS5 :RT02/RW03,RT03/RW 03, RT 04/RW 03
(4) Penempatan lokasi TPS dilaksanakan pada 5 (lima) tempat, yaitu
1. Balai Desa (sebagai TPS induk)
2. RT 03/RW 01 ( TPS 2)
3. RT 06 / RW 02 ( TPS 3)
4. RT 02/ RW 03 ( TPS 4)
5. RT 03/ RW 03 ( TPS 5)
(5) Penomoran pada surat suara dimulai dari kiri ke kanan.
(6) Tempat duduk calon Kepala Desa disesuaikan dengan nomor surat suara dan disediakan
oleh panitia.
(7) Calon Kepala Desa harus sudah ada di tempat pemungutan suara (TPS induk) sebelum
proses pemungutan suara dimulai dengan berpakaian rapi dan sopan.
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(1)
(2)

3)

(1)
(2)
3)

(4)

(5)

(1)

@)

3)
(4)

Pasal 32

Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022 mulai pukul 07.00-13.00
WIB.
Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:

a. Pembukaan kotak suara;

b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh saksi
dari Calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.

Pasal 33
Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Panitia
Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan
oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara
pengganti kepada panitia, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti
hanya satu kali.
Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat
suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan memberikan surat suara
pengganti hanya satu kali.
Pemilih tidak boleh membawa kamera, hand phone atau alat elektronik yang sepadan
dengan keduanya untuk menjaga kerahasiaan pemilih.

Pasal 34
Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat
memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia dan pembantu panitia.
Apabila pemilih dianggap masih mampu melakukan pencoblosan sendiri, maka pemilih
cukup diantar sampai di depan bilik.
Apabila pemilih dianggap tidak mampu melakukan pencoblosan sendiri, maka pemilih bisa
dibantu dalam melakukan pencoblosan.
Anggota panitia yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib
merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 35

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

a.
b.
C.

e. T
d

(1)
(2)

Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan; atau

Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan
nama calon yang telah ditentukan ; atau

Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang
memuat nomor, foto, dan nama calon ; atau

anda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto,
an nama calon dengan menggunakan alat coblos yang disediakan oleh panitia.

Pasal 36
Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 14.00 WIB
sampai selesai.
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3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia

Pemilihan menghitung:

a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap
untuk TPS;

b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS

oleh Panitia Pemilihan, dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh saksi calon, BPD,

pengawas, dan warga masyarakat.

Perekapan hasil perhitungan suara di tiap TPS dilakukan di TPS induk (Balai Desa)

Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus

membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada

Ketua panitia.

Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penghitungan suara di masing-masing TPS

yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia

Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir

sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil

penghitungan suara di tempat umum.

Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan

dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada

bagian luar ditempel label atau segel.

(10) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat

(1)
@)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera
setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 37
Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak.
Dalam hal diantara Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah
suara sama berasal dari penduduk Desa Prayungan dan luar Desa, maka yang ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa terpilih adalah yang berasal dari Desa Prayungan
Dalam hal diantara Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah
suara sama berasal sama-sama dari Desa Prayungan atau luar Desa, maka yang
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih adalah berdasarkan perolehan suara
terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
Dalam hal pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diperoleh suara terbanyak yang sama diantara Calon Kepala Desa, maka penentuan
pemenang adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah
pemilih terbanyak kedua dan seterusnya.
Panitia Pemilihan menetapkan dan melaporkan Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD
paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan
tembusan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Bupati menetapkan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dengan
Keputusan Bupati.
Pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati ata Pejabat yang ditunjuk.
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(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)
@)

3)

Pasal 38
Calon Kepala Desa dari penduduk luar Desa yang terpilih sebelum dilantik, wajib pindah
dan menetap di Desa Prayungan dibuktikan dengan Surat Keterangan Pindah atau
dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam hal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak pindah tempat
sampai dengan saat pelantikan, yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dilantik
sebagai Kepala Desa.

BAB IX
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 39
Pengaduan dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelangaran dan diajukan kepada
Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari (3x24 jam) setelah selesainya penghitungan
suara.
Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berjenjang:
a. Tingkat Desa oleh Pemerintah Desa,;
b. Tingkat Kecamatan oleh Camat; dan
c. Tingkat Kabupaten oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
Apabila upaya penyelesaian pengaduan tidak dapat diterima oleh para pihak, maka pihak
yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan penyelesaian pengaduan pada masing-masing jenjang disampaikan kepada
pihak yang merasa dirugikan.
BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 40

Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten Bojonegoro.

Calon Kepala Desa tidak dibebani biaya apapun dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa.

Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara,
kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan pengawas, dan biaya pelantikan.s

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prayungan
Pada tanggal : Sabtu, 18 Juni 2022

KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA PRAYUNGAN

SRIYANTO, M. Pd
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Lampiran |

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Nomor : 001 Tahun 2022
Tanggal

Sabtu, 18 Juni 2022

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO

TAHUN 2022

NO NAMA JABATAN DALAM PANITIA
1 2 3

1. | SRIYANTO, M. Pd Ketua merangkap Anggota
2. | SITI LUDFIANA FAUZIATIN Sekretaris merangkap Anggota
3. | SITI LATIFATUL KHOIRIYAH Bendahara merangkap Anggota
4, | PUJIUTOMO EDY SANTOSO Anggota

5. | DADANG LUKITO JATI Anggota

6. | ACHMAD NAFIK MAULANA Anggota

7. | SLAMET Anggota

8. | M. AGUNG PRASETYO Anggota

9. | PUJI RAHAYU Anggota

10. | NUR HAMID Anggota

11. | SUGENG SUGIYANTO Anggota

KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA PRAYUNGAN

SRIYANTO, M. Pd
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Lampiran I
Nomor
Tanggal

001 Tahun 2022
Sabtu, 18 Juni 2022

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

TAHUN 2022
JUMLAH
NO URAIAN TAHAPAN TANGGAL HARI
1 2 3 4 5
1 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, | 10 | Hari
" | dan Pengawas Pilkades 22, 23, 24 Juni 2022
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, | 30 | Hari
5. Eﬁ;gg:gnan Rencana Biaya dan Tatib 2J2u’n2i3(’j’a2n4’1,22: ?)8623 30
11,12, 13, 14, 15, 18, 19
20, 21, 22 Juli 2022
3 S_osialisasi. Pela_ksanaaq Tahapan-Tahapan 27 Juni 2022 1 | Hari
Pilkades di masing-masing Desa
4 Sosialisasi Pendaftaran Pemilih dan Tata Cara | 27, 28,29,30Junidan1 | 5 | Hari
" | Pendaftaran Pemilih Juli 2022
Validasi dan Penyusunan Daftar Pemilih 4,5,6,7,8, 11, 12 Juli 7 | Hari
5.
Sementara 2022
Pengumuman Daftar Pemilih Sementara di 3 Hari
6. | tempat strategis yang mudah dijangkau 13, 14, 15 Juli 2022
masyarakat
Penyempurnaan DPS dan Pendaftaran Pemilih 3 | Hari
7. | yang belum masuk DPS untuk dimasukkan 18, 19, 20 Juli 2022
dalam Daftar Pemilih Tambahan
Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan di 3 Hari
8. | tempat strategis yang mudah dijangkau 21, 22, 25 Juli 2022
masyarakat
Pengesahan Penetapan Daftar Pemilih 1 | Hari
9. | Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan 26 Juli 2022
menjadi Daftar Pemilih Tetap
10. Pengur_numan Dz_slftar Pemilih Tetap di tempat 27. 28, 29 Juli 2022 3 | Hari
strategis untuk di ketahui masyarakat
11 Pengumuman tentang Pendaftaran Balon 25, 26, 27, 28, 29 Juli 7 | Hari
" | Kades dan 1, 2 Agustus 2022
3,4,5,8,9, 10,11, 12, 9 | Hari
12. | Pendaftaran Bakal Calon Kades 15 Agustus 2022
13 Peneletian dan klarifikasi berkas administrasi 16, 18, 19, 22, 23,24,25, | 9 Hari
" | Bakal Calon Kades 26, 29 Agustus 2022
30, 31 Agustusdan 1, 2, | 20 | Hari
5,6,7,8,9,12, 13, 14,
14. | Pendaftaran Bakal Calon Kades (Tambahan) 15 16, 19, 20 21, 22, 23,
26 September 2022
Penelitian dan Klarifikasi Berkas Administrasi 27, 28,29, 30 September | 9 Hari
15. dan 3, 4, 5, 6, 7 Oktober
Balon Kades (Tambahan) 2022
Persiapan dan Pengarahan Terkait Seleksi 2 Hari
16. | Ujian Tulis Bagi Balon Kades (Apabila Calon 10, 11 Oktober 2022
Lebih Dari 5 Orang)
17. | Pelaksanaan seleksi ujian tulis bagi balon 12 Oktober 2022 1 | Hari
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kades (Apabila Calon Lebih Dari 5 Orang) dan
pengumuman hasil ujian

18. | Penetapan calon kepala desa oleh panitia 13 Oktober 2022 1 | Hari
19. | Pengumuman calon kepala desa 14 Oktober 2022 1 Hari
20. | Sosialisasi pemungutan suara 17 Oktober 2022 1 | Hari
21. | Kampanye Umum 18, 19, 20 Oktober 2022 3 Hari
22. | Penyampaian Undangan kepada Pemilih 21, 24 Oktober 2022 2 | Hari
23 Hari Tenang dan Pembersihan Alat Peraga 21. 24, 25 Oktober 2022 3 | Hari
Kampanye
o4 Pemung_utan dan Penghitungan Suara 26 Oktober 2022 1 Hari
dalam Pilkades
Panitia Pemilihan Menetapkan dan 7 | Hari
25. | Menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih 27,28, 31 Oktober dan 1,
2, 3, 4 Nopember 2022
kepada BPD
BPD Menyampaikan Usulan Pengesahan 7 | Hari
26. | Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati 7,8,9,10,11, 14, 15
. Nopember 2022
melalui Camat
16, 17,18, 21, 22, 23,24, | 30 | Hari
Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan 25, 28, 29, 30 Nopember
27. | Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala dan1,2,5,6,7,8,9,12,
' Desa 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21,
22, 23, 26, 27 Desember
2022
28, 29, 30 Desember 30 | Hari
2022 dan 2, 3, 4,5, 6, 9,
o8 Pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,

atau Pejabat yang ditunjuk

19, 23, 24, 25, 26, 27, 30,
31 Januaridan 1, 2, 3, 4,
5 Pebruari 2023

KETUA PANITIA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA PRAYUNGAN

SRIYANTO, M. Pd
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